KEMENTERIAN PERTAHAANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor © KPBJ/01/1 /2023
Tanggal : 2 Januari 2023
TENTANG

PENGADAAN SEWA LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga yang
bertandatangan di bawah ini;

Nama . Jimmy Alexander Adirman, S.E.

Pangkat . Brigadir Jenderal TNI

Jabatan . Pejabat Penandatangan Kontrak

Alamat . JI. Tanah Abang Timur No. 7 — 8 Jakarta Pusat

Dalam hal ini mewakili Direktorat Jenderal Kekuatan
Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

DAN
Nama . Shammie Zacky Baridwan
Jabatan . Direktur PT Karunia Ksatria Kasba
Alamat : Gedung Office 8 Lantai 18-A SCBD Lot 28 JI. Jendral

Sudirman Kav. 52-53, Kel Senayan Kec Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar . 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
2. Surat ...
PIHAK PERTAMA ?/
PIHAK KEDUA . 4



(@)

(b)

(d)

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
TA. 2023 Nomor : SP DIPA — 012.01.1.683855/2023

tanggal 30 November 2023.

3. Berita Acara Hasil Tender Nomor : BA/04/XIl/ 2022
tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengadaan Sewa
Layanan Jaringan Komunikasi Data TA.2023.

4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor ;
SPPBJ/5079/XI11/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang
Pengadaan Sewa Layanan Jaringan Komunikasi Data

TA.2023.

MENGINGAT BAHWA

PIHAK PERTAMA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang / Jasa
sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam
Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Sewa Layanan Jaringan
Komunikasi Data Tahun Anggaran 2023);

PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian
profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta

dan kondisi yang terkait.

PIHAK PERTAMA....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA }.ﬂ
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Sewa Layanan Jaringan Komunikasi Data

Tahun Anggaran 2023 dan PARA PIHAK menyetujui syarat-syarat sebagai berikut:

1.

“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
adalah sebesar Rp 21.864.780.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus enam
puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);”

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

Adendum Surat Perjanjian(apabila ada);

Pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
Surat penawaran harga;

Spesifikasi teknis;

Gambar-gambar (apabila ada); dan

Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.

@m0 ao0ow

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas:

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan
dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a.  PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. PIHAK ...

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA l;¢
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b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1)
2)

3)
4)

5)

7)

8)

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak:
Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK :
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan
kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK KE

DUA menyelenggarakan pekerjaan pengadaan Sewa Layanan Jaringan

Komunikasi Data Tahun Anggaran 2023 pada 372 lokasi sesuai permintaan
PIHAK PERTAMA dengan jenis layanan meliputi Fiber Optik, Metro E, VPN [P,
MPLS, Radio BWA (Broadband Wireless), Vsat IP Broadband, Vsat SCPC,
Internet Dedicated dan internet Broadband, serta jasa turutannya.

HAK DAN

KEWAJIBAN

7.1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

PIHAK PERTAMA berhak memanfaatkan layanan pelanggan selama

a.
24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari seminggu secara terus
menerus;

b.  Apabila layanan tidak dapat digunakan karena mengalami gangguan,
PIHAK PERTAMA harus segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA
melalui  Call Center 0812-8714-1914 atau melalui email:
Helpdesk@karuniaksatria.com dengan menyebutkan Nomor Jaringan
yang mengalami gangguan;

c. PIHAK PERTAMA waijib membayar semua biaya Sewa Layanan;

d PIHAK PERTAMA waijib ikut menjaga Perangkat milik PIHAK KEDUA
yang berada di lokasi KEMHAN/TNI.

7.2. Pihak....
PIHAK PERTAMA X
PIHAK KEDUA :L
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5
PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

a.  PIHAK KEDUA wajib menjamin tingkat Service Level Availability Layanan
point minimal sebesar 99%;

b.  PIHAK KEDUA wajib menyiapkan Help Desk / Engineer on Site dan
melalui  Call Center 0812-8714-1914 atau melalui email-
Helpdesk@karuniaksatria.com untuk pelayanan penanganan
gangguan;

c.  PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan pelanggan 7 hari x 24 jam
dalam seminggu untuk menerima laporan dari PIHAK PERTAMA terkait
gangguan layanan dan untuk melaksanakan proses perbaikan atas
adanya gangguan tersebut;

d.  PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas penggunaan layanan;

e. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas informasi atau data
(termasuk dalam bentuk video dan/atau audio, atau bentuk lainnya)
yang dikirim PIHAK PERTAMA melalui Jaringan;

f. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan kinerja (performance)
berdasarkan Perjanjian ini setiap bulan untuk setiap lokasi.

8. PENJAMIN DAN RESTITUSI

8.1.

82

PIHAK KEDUA menjamin bahwa Jaringan yang dipergunakan PIHAK
PERTAMA akan mempunyai Service Level untuk setiap jaringan
perbulannya 99% (sembilan puluh sembilan persen).

PIHAK PERTAMA akan mendapat restitusi atas terjadinya gangguan atau
kerusakan pada Jaringan yang terjadi karena kesalahan PIHAK KEDUA.
Restitusi hanya akan diberikan apabila PIHAK PERTAMA memberikan
Pemberitahuan Tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan harus mendapat
persetujuan dari PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut

8.2.1. Pengajuan restitusi selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan, sejak
diterimanya laporan Service Leve! dari PIHAK KEDUA.

8.2.2. Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih Service Level yang
dijanjikan dengan Service Level yang sebenarnya dikalikan dengan
Biaya Bulanan pada tiap bulannya.

8.2.3. Apabila Service Level kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh
persen) maka PIHAK PERTAMA dibebaskan membayar Biaya
Bulanan selama Service Level kurang dari atau sama dengan 50%

tersebut.

8.3. Perhitungan ...

PIHAK PERTAMA 7/
PIHAK KEDUA \r
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8.3 Perhitungan Service Level sebagaimana yang ditentukan Perjanjian ini,
didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4
8.3.5
8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9.

Sarana Pendukung harus sesuai dengan spesifikasi yang
disyaratkan PIHAK KEDUA;

Perangkat harus sesuai dengan syarat penempatan Perangkat yang
ditentukan PIHAK KEDUA;

Sistem Elektronik pada PIHAK PERTAMA harus sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;

Konfigurasi dan aplikasi disisi PIHAK PERTAMA tidak berubah:
Parameter komunikasi Perangkat tidak berubah;
Letak Perangkat dan Sarana Pendukung tidak berubah;

Tidak diperhitungkan keadaan kahar (Pasal9);

Diperhitungkan jumlah jam dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan,
Deskripsi Jaringan tidak berubah;

Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada Service Level
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini. Para Pihak sepakat bahwa
tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berkenaan
dengan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan
Jaringan, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. PIHAK KEDUA
tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PIHAK PERTAMA
selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang
timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan
tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

1 Dengan ...
Serploff



Dengan demikian , PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Sekretaris Jenderal
PT Karunia Ksatria Kasba Kekuatan Pertahanan
Selaku Selaku
Pejabat Penandatanga

Ontrak,

Shammie Zacky Baridwan. Jimmy Alexd
Direktur Brigadir Jenderal TNI



1. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A.  KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini
harus mempunyai arti atau tafsiran yang dimaksud sebagai berikut:

1.1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disingkat KPBJ adalah: Perjanjian tertulis
antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dan segala pasal yang
tercantum dalam naskah jual beli ini beserta semua lampiran dan adendum
yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

1.2. PIHAK PERTAMA adalah: Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia diwakili oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak.

1.3. PIHAK KEDUA adalah: PT Karunia Ksatria Kasba

1.4. Jasa. “Jasa’ adalah layanan yang meliputi DATACOMM dan Internet,
jaringan jasa Karunia Ksatria Kasba yang meliputi Fiber Optik, Metro E, VPN
IP, MPLS, Radio BWA (Broadband Wireless), Vsat IP Broadband, Vsat
SCPC, Internet Dedicated dan internet Broadband, serta jasa turutannya,
dan jasa-jasa lain yang akan dikembangkan kemudian sesuai kebutuhan
PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.

1.5. “Deskripsi Jasa” adalah ketentuan khusus mengenai Jasa yang berlaku
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan menjadi Lampiran II
pada Perjanjian ini.

1.6. Berita Acara Operasional yang selanjutnya disingkat BAO merupakan berita
acara pemasangan dan pengaktifan Jaringan. BAO harus ditandatangani
PIHAK KEDUA yang secara minimal diwakili oleh petugas yang melakukan
pemasangan dan PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh orang yang
ditugaskan untuk menyaksikan atau orang yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan Jaringan. Para Pihak sepakat
bahwa BAO berlaku sebagai bukti pemasangan dan pengaktifan Jaringan
dan tanggal BAQ berlaku sebagai dasar dimulainya penagihan oleh PIHAK
KEDUA.

1.7. ¢ Serw'cel Levefl.....

PIHAK PERTAMA - /.
PIHAK KEDUA W
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1.7 “Service Level’ adalah tingkat layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA vyang dinyatakan dengan perbandingan waktu “up- time”
terhadap waktu operasional yang dijanjikan oleh PIHAK KEDUA dalam setiap

bulan.

1.8. "Sarana Pendukung” adalah sarana milik PIHAK PERTAMA yang disediakan oleh
PIHAK PERTAMA untuk mendukung terselenggaranya Jasa yang disediakan oleh
PIHAK KEDUA meliputi antara lain:

a.  Menyiapkan ruang untuk perangkat antena;
b. Menyiapkan ruangan dan segala perizinan yang dibutuhkan untuk

penempatan Perangkat;
c. Lain-lain yang disyaratkan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan

Jaringan.

1.9. “Jangka Waktu Berlangganan” adalah jangka waktu berlangganan Jaringan.
Setiap Jaringan memiliki Jangka Waktu Berlangganan diatur lebih lanjut pada

Perjanjian ini.

1.10. Nilai Kontrak adalah:
Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pemborong berdasarkan Surat

Perjanjian (SP/Kontrak), Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak pemberi pekerjaan
(Pihak 1) dengan penerima pekerjaan (Pihak Il) dalam jangka waktu tertentu dan

jumlah biaya tertentu.

1.11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim
yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa.

1.12.Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah Jaminan tertulis yang
dikeluarkan oleh Bank Pemerintah yang sudah di Re-Asuransi.

1.13. Jaminan Pelaksanaan adalah:

Surat Jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang sudah di Re-Asuransi,
sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak untuk menjamin atas penyerahan

barang sesuai kontrak oleh PIHAK KEDUA.

1.13. Mulai ...

PIHAK PERTAMA ... /)
PIHAK KEDUA L
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1.14. Mulai berlakunya Kontrak adalah:
Tanggal penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini Oleh PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

1.15.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD;

1.16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala
Daerah untuk menggunakan APBD:

1.17. Pejabat Penandatangan Kontrak yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.18. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan;

1.98. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.20.Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
barang;

1.21.Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan
penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak);

1.22.Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar
penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-
masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis.

1.23 Kontrak ~ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak:

1.24.Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.25. Hari...

PIHAK PERTAMA W .
PIHAK KEDUA .
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1.25.Hari adalah hari kalender:;

1.26.Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas
yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran;

1.27.Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan
yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara

keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta
digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk

rinciannya;
1.28.Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang

terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.29. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.30.Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan
pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu

oleh PPK:

1.31.Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.32.Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada
Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.33.Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang
dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang
tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen
Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

Bahasa dan Hukum
3.1. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia

3.2. Hukum ...

PIHAK PERTAMA .
PIHAK KEDUA M
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3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Larangan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang
untuk:

a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan ini.

b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil
pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan
persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau

c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau
keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan

kontrak ini.

4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota
Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika
ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di
a:as dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:

a.
b.
g,
d.

Pemutusan Kontrak;
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan

dalam SSKK.
Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

Dimasukkan dalam daftar hitam.

4.4. Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.5. PPK

yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asal Barang

5.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian
komponen dalam negeri dan komponen impor.
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5.2. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang
ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi,
perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia
(produksi dalam negeri).

5.4. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang,
jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor)
maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang
tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri
yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan
dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN
(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran
Penyedia.

Korespondensi

6.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan
alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.

6.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini
harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail
dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak
ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang
disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak
boleh diwakilkan.

[Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan
sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku.]

9. Perpajakan ...
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9. Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban
untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan
maupun akibat lainnya.

10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam
kontrak ini.

10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4.Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut
sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk

disubkontrakkan.

10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia
spesialis.

10.6.Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak
oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara
tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan
subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO ...
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13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

14.1.Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh
para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK:

14.2.Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam
syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam SPMK;

14.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam
SSKK;

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan

kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
15.  Surat Pesanan

15.1.PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penandatanganan Kontrak.

15.2.SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang
dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak tanggal penerbitan SP.

15.3.Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal
perhitungan waktu penyerahan.

16. Program Mutu

16.1.Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2.Program ...
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16.2. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. informasi pengadaan barang;
b organisasi kerja penyedia;
c.  jadwal pelaksanaan pekerjaan:
d.  prosedur pelaksanaan pekerjaan:
e prosedur instruksi kerja; dan
1. pelaksana kerja.

16.3.Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

16.4.Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi
adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

16.5.Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan
setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

16.6.Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban
kontraktual penyedia.

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.1.PPK bersama dengan penyedia, dan unsur pengawas (apabila ada) harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dalam waktu
paling cepat sehari setelah terbitnya SPPBJ sampai dengan sehari sebelum
tanggal penandatanganan kontrak sesuai jadwal yang diatur dalam SPSE

tender.

17.2.Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim
Pendukung.

17.3.Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan
kontrak meliputi:

a.  Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:

1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan:

2) organisasi kerja Penyedia;

3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

4)  tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

5)  prosedur instruksi kerja:;

6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;

dan
7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi

pekerjaan.
b. Program ...
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